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PROVINSI JAWA TIMUR 
PERATURAN  WALI KOTA BATU 

NOMOR  10  TAHUN  2022 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BATU 

NOMOR 89 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 

 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALI KOTA  BATU, 

 
Menimbang    : a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 

ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20l9 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan sesuai 

dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor  

34/KM.7/2021 tentang Pemotongan Penyaluran 

Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil Tahun 

Anggaran 2022 Tahap Pertama dalam Rangka 

Penggantian Dana yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara atas Dukungan 

Terhadap Penanganan Dampak Pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19), Peraturan Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 

Nomor 13 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis 

Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga 

Berencana Tahun Anggaran 2022, serta dalam 

rangka memfasilitasi usulan Satuan Kerja Perangkat 

Daerah dalam melakukan pergeseran anggaran 

mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas 

Peraturan Wali Kota Batu Nomor 89 Tahun 2021 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 

 

Mengingat  :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

 

SALINAN 



Halaman 2 dari 4 hlm… 

 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara  Republik  

Indonesia  Tahun  2003  Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara  

Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 

Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4028); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 

tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 



Halaman 3 dari 4 hlm… 

 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6057); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan            

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1781); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 

2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 926); 

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

2/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil 

Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah 

Provinsi/Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2022; 

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi 

Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun 

Anggaran 2022; 

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2022 

tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana 

Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun 

Anggaran 2022; 

19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 34/KM.7/2021 

tentang Pemotongan Penyaluran Dana Alokasi 

Umum atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 

Tahap Pertama Dalam Rangka Penggantian Dana 

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara Atas Dukungan Terhadap 

Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19); 

20. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang 

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana bantuan 

Operasional keluarga berencana Tahun Anggaran 

2022; 

21. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 9 Tahun 2021 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Batu 

Tahun 2021 Nomor 9/A); 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan  : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN WALI KOTA BATU NOMOR 89 

TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2022. 
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Pasal  I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 

89 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 

diubah sebagai berikut: 
 

1. Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran 

III, dan Lampiran V diubah, sehingga berbunyi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Wali Kota ini; dan 
 

2. Diantara Pasal 79 dan Pasal 80 disisipkan 1 (satu) 

pasal yakni Pasal 79A sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 
Pasal 79A 

 
Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai 

akibat pergeseran anggaran dituangkan dalam 

Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan 

Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal II 

 
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu. 

 

 

             Ditetapkan di  Batu 
      pada tanggal  4 Maret 2022 
   

WALI KOTA BATU, 
 

 
ttd 

 
 

DEWANTI RUMPOKO 
 

Diundangkan di Batu 

pada tanggal    4 Maret Agustus 2022 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU, 

 
 
ttd 

 
 

ZADIM EFFISIENSI 

 

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2022 NOMOR.10/A 


